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PENYELESAIAN SENGKETA
MELALU! PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh :
Eny Kusdarini

Abstrak

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering dising-
kat dengan Peratun sebagai bagian dari peradilan administrasi sa-
ngat dibutuhkan di suatu negara hukum, karena adanya peradilan
administrasi negara merupakan salah satu ciri dari negara hukum.
Negara Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang bertipe
Welfare State sudah selayaknya mempunyai Peradilan Tata Usaha
Negara, walaupun peradilan tersebut secara efektif baru berjalan
sejak tahun 1991.

Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka mem-
berikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan termasuk pe-
gawai negeri yang merasa dirugikan haknya akibat dari dikeluar-
kannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara oleh alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh pimpinan suatu instansi pemerintah.

Kehadiran Peratun memberikan harapan pada warga masyara-
kat yang merasa dirugikan haknya oleh badan atau pejabat-peja-
bat negara maupun pimpinan suatu instansi selaku wakil dari ne-
gara. Oleh karena itu dapat kita fahami bahwa di dalam penyele-
saian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara ini pihak
penggugat adalah warga masyarakat sedangkan pihak tergugat
adalah pejabat pemerintah atau pimpinan instansi pemerintah se-
laku alat negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara me-
lalui Peradilan Tata Usaha negara ini merupakan salah setu jenis
dari pertanggungjawaban seorang pimpinan di dalam melaksana-
kan tugasnya, yang dirasa merugikan warga masyarakat.

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara
hukum yang menganut Weilfare Sta-
te, pemerintah Indonesia harus me-
nyelenggarakan kesejahteraan bagi
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warga negaranya. Hal ini juga sesuaj
dengan tujuan yang ingin dicapai
oleh setiap negara, yakni mempe.
rikan kesejahteraan dan kemakmyr.



an bagi warga negaranya. Menurut
Mashudi, agar tujuan tersebut dapat
dicapai, maka dalam menggerakkan
roda penyelenggaraan pemerintahan
diperlukan organ atau perangkat
yang sesuai dengan fungsi dan we-
wenang masing-masing ( SF Marbun
dkk, 2001 : 59 ). Pemberian wewe-
nang terhadap organ-organ negara
untuk melaksanakan tugas dan fung-
sinya termasuk dalam ruang lingkup
Hukum Tata Negara. Sedangkan

pembatasan-pembatasan kewe-
nangan dari tugas dan fungsi organ
negara tersebut masuk dalam ruang
lingkup Hukum Administrasi Negara.

Organ atau perangkat yang
menggerakkan roda penyelenggara-
an pemerintahan negara ini sefing
dikenal dengan istilah alat adminis-
trasi negara atau alat tata usaha Ne-
gara, yang dalam menjalankan tugas
dan fungsinya di pimpin oleh se-
orang pimpinan organisasi atau pim-
pinan instansi pemerintah. Di dalam
UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pera-
dilan Tata Usaha Negara (untuk se-
lanjutnya disebut dengan UU Per-
aturan) organ negara ini di kenal de-
ngan istilah badan atau pejabat tata
usaha negara (Pasal 1 angka 2 UU
Peratun). Alat administrasi negara,
dalam arti luas meliputi seluruh ba-
dan atau pejabat yang menyeleng-
garakan roda kehidupan negara
yang mencakup badan-badan legis-
lati, eksekutif, yudikatif dan badan-
badan lainnya yang bertugas untuk
penyelenggaraan negara. Sedang-
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kan dalam arti yang sempit alat
administrasi negara, hanyalah ba-
dan-badan atau pejabat-pejabat ne-
gara yang menyelenggarakan urus-
an tata usaha negara dalam tingkup
eksekutif (Penjelasan Pasal 1 angka
1 UU Peratun). Dengan demikian
permasalahan-permasalahan seng-
keta tata usaha negara menurut GU
Peratun hanyalah sengketa yang
timbul antara warga negara dengan
alat administrasi negara dalam ling-
kup yang sempit, yakni permasalah-
anpermasalahan yang menyangkut
hubungan antara organ-organ peme-
rintah dalam lingkup eksekutif: dan
warga negara yang merasa dirugi-
kan haknya termasuk pegawai ne-
geri oleh organ-organ pemerintah
yang dalam hal ini diwakili oleh pim-
pinan organisasi pemerintahan ter-
sebut. Menurut R. Soegijatno Tjakra-
negara (1992 : 98), ada tiga (3) jenis
pertanggungjawaban seorang biro-
krat selaku Pegawai Negeri Sipil, ya-
itu : Pertama, pertanggungjawaban
disipliner; Kedua, pertanggungjawa-
ban keuangan negara; dan Ketiga,
pertanggungjawaban melaiui Per-
adilan Administrasi Negara atau Per-
adilan Tata Usaha Negara apabila
terjadi sengketa di bidang kepega-
waian.

Sengketa antara warga negara
dengan organ negara sefing terjadi
akibat dari luasnya pekerjaan dan
fungsi alat administrasi negara untuk
menyelenggarakan kesejateraan
masyarakat dan kepentingan umum.

Penyelesaian Sengketa Mela'rlu_i
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Bahkan sengketa ini sering terjadi
karena asas kebebasan bertindak
yang dipunyai oleh alat administrasi
negara dalam menjalankan tugasnya
kadang-kadang melampaui wewe-
nang yang telah diberikan kepada-
nya. Keadaan ini senng dikenal de-
ngan penyalahgunaan wewenang a-
tau detournement de pouvoir. Seng-
keta antara warga negara dan or-
gan/pejabat negara ini sering muncul
manakala warga negara merasa di-
rugikan haknya oleh perbuatan-per-
buatan yang dilakukan alat adminis-
trasi negara cq pimpinan suatu or-
ganisasi pemerintah, di mana mere-
ka dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sering menggunakan asas

kebebasan bertindak dengan meng- .

abaikan asas-asas umum pemerin-
tahan yang baik, seperti asas kepas-
tian hukum; asas keseimbangan; a-
sas kesamaan di dalam pengambil-
an keputusan; asas bertindak cer-
mat, asas motivasi untuk setiap ke-
putusan yang dikeluarkan; asas per-
mainan yang layak; asas keadilan
dan kewajaran;, asas menanggapi
pengharapan yang wajar, dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik
lainnya.

Untuk menyelesaikan sengketa
yang terjadi antara organ pemerintah
dengan warga negara yang merasa
dirugikan hak-haknya, salah satu al-
ternatif penyelesaian sengketa bisa
dilakukan melalui Peradilan Tata U-
saha Negara. Dasar pertimbangan
dari diadakannya Peradilan Tata
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Usaha Negara di Indonesia, adalah
karena :

1. Negara Indonesia sebagai nega-
ra hukum yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 bertu-
juan mewujudkan tata kehidupan
negara dan bangsa yang sejah-
tera, aman, tenteram, serta ter-
tib, yang menjamin persamaan
kedudukan warga masyarakat
dalam hukum, dan yang menja-
min terpeliharanya hubungan
yang serasi, seimbang, serta se-
laras, antara aparatur di bidang
tata usaha negara dengan para
warga negara,

2. Adanya kemungkinan timbulnya
benturan kepentingan, perseli-
sihan, atau sengketa antara ba-
dan atau pejabat tata usaha ne-
gara dengan warga masyarakat
yang dapat merugikan atau
menghambat jalannya pemba-
ngunan nasional.

Namun demikian tidak semua
perbuatan alat administrasi negara
yang merugikan warga masyarakat
dapat dituntut melalui Peradilan Tata
Usaha Negara. Perbuatan alat admi-
nistrasi negara yang bisa dituntut
oleh warga masyarakat termasuk se-
orang pegawai negeri yang merasa
dirugikan haknya melalui Peradilan
Tata usaha Negara, hanyalah per-
buatan alat administrasi negara atau
alat tata usaha negara dalam me-

ngeluarkan keputusan yang berisi

penetapan atau yang sering dikenal



dengan istilah perbuatan dalam me-
ngeluarkan beschikking.

Untuk mengetahui informasi
yang berkaitan dengan penyelesaian
sengketa, melalui Peradilan Tata U-
saha Negara, berikut ini akan dipa-
parkan mengenai Keputusan Tata
Usaha Negara yang bisa dibawa ke
Peradilan Tata usaha Negara (Per-
atun), obyek sengketa tata usaha
negara beserta alasan-alasan untuk
mengajukan gugatan sengketa mela-
jui Peradilan Tata Usaha Negara
(Peratun), dan prosedur penyelesai-
an sengketa melalui Peradilan Tata
Usaha Negara serta tuntutan yang
bisa diajukan penggugat dalam pe-
nyelesaian sengketa melalui Per-
adilan Tata Usaha Negara (Peratun).

Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan tata usaha negara
adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara. Penetapan terse-
but berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang dibuat berdasarkan per-
-aturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkrit, individual
dan final, dan penetapan tersebut
menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum per-
data (lihat ketentuan Pasal 1 angka
3 UU Peratun). Dimaksudkan de-
ngan tindakan hukum tata usaha ne-
gara adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan atau pejabat
yang bersumber pada ketentuan hu-
kum serta dapat menimbulkan hak
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atau kewajiban pada orang lain ber-
sifat konkrit artinya obyek yang dipu-
tuskan dalam keputusan tata usaha
negara tersebut sudah tertentu, mi-
salnya penetapan pemberian izin u-
saha untuk si B, pemberhentian si A
sebagai pegawai negeri. Bersifat in-
dividual maksudnya keputusan jata
usaha itu ftidak ditujukan untuk
umum, akan tetapi sudah menunjuk
nama orang-orang tertentu dan juga
hal yang dituju, umpamanya kepu-
tusan tentang pembuatan atau pele-
baran jalan dengan lampiran yang
menyebutkan nama-nama orang
yang terkena keputusan tadi. Bersi-
fat final artinya sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan aki-
bat hukum. Keputusan yang masih
memeriukan persetujuan
atau persetujuan instansi fain belum
bersifat final karenanya belum dapat
menimbulkan hak atau kewajiban
pada pihak yang dikenai keputusan
(penjelasan Pasal 1 angka 3 Uu
Peratun).

Mengenai bentuk penetapan di
dalam keputusan tata usaha negara
tersebut Philipus M. Hadjon dkk
(1993 : 136), menyatakan bahwa pe-
ngertian penetapan tertulis maksud-
nya cukup ada hitam di atas putih
karena menurut penjelasan Pasal 1
angka 3 UU Peratun dikatakan bah-
wa “form” tidak penting, bahkan nota
dinas atau memo saja sucah meme-
nuhi syarat sebagai penetapan ter-
tulis. Di dalam penjelasan Pasal 1
angka 3 UU Peratun memang di-

Penyelesaian Sengketa Melajqi
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sebutkan bahwa memo atau nota ju-
ga merupakan keputusan badan a-
tau pejabat tata usaha negara asal-
kan sudah jelas nama badan atau
pejabat tata usaha yang mengeluar-
kan; maksud serta mengenai hal apa
isi penetapan tersebut; dan kepada
siapa tulisan itu ditujukan serta apa
yang ditetapkan di dalamnya. Oleh
Karenanya suatu memo atau nota di-
nas yang merugikan warga negara
baik perorangan maupun kelompok
orang atau badan hukum perdata
dapat di bawa ke Peradilan Tata
Usaha Negara. ,
Adapun yang dimaksudkan
~dengan badan atau pejabat tata
usaha negara adalah alat-alat tata

usaha negara yang didalam UU

Peratun disebut dengan badan atau
pejabat negara yang melakukan
urusan pemerintahan atau kegiatan
yang bersifat eksekutif. Philpus M.
Hadjon dkk (1993 : 36) menyatakan
bahwa kegiatan yang bersifat ekse-
kutif itu tidak hanya terbatas pada
perbuatan untuk melaksanakan un-
dang-undang, akan tetapi termasuk
juga perbuatan yang djlakukan ber-
dasarkan freies ermessen atau kebi-
jaksanaaan. Para pejabat negara
mengeluarkan keputusan berdasar-
kan freies ermessen atau asas ke-
bebasan bertindak yang dipunyai
oleh alat administrasi negara karena
_belum ada peraturan perundang-un-
dangannya atau kalaupun ada per-
aturan tersebut sudah tidak sesuai
dengan keadaan jaman, pada hal
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pejabat negara tersebut berdasarkan
kewenangannya dituntut untuk sege-
ra mengeluarkan keputusan guna
menyelesaikan permasalahan-per-
masalahan konkrit yang terjadi yang
diminta oleh warga negara. Kepu-
tusan tata usaha negara yang dibuat
dengan asas kebebasan bertindak
int di dalam praktek banyak sekali di-
keluarkan oleh pejabat dalam hal ini
adalah pimpinan dari suatu instansi
atau alat administrasi negara. Ada-
kalanya seorang pimpinan dari suatu
instansi pemerintah dibenarkan oleh
Hukum administrasi Negara untuk
mengeluarkan Keputusan TUN de-
ngan dasar kebijaksanaan yang di-
punyainya karena belum ada per-
aturan perundangan yang meng-
aturnya atau kalaupun ada peraturan
itu sudah ketinggalan jaman. Per-
buatan mengeluarkan Keputusan
TUN yang dilakukan oleh seorang
pimpinan ini acap kali menimbulkan
kerugian bagi pihak yang dikenal ke-
putusan.

Mengenai badan—badan atau
pejabat-pejabat negara yang menge-
juarkan keputusan tata usaha ne-
gara berdasarkan UU.Peratun, bisa
badan atau pejabat negara (pimpin-
an di instansi) tingkat pusat atau di
tingkat daerah artinya alat adminis-
trasi negara atau alat tata usaha ne-
gara yang menyelenggarakan peme-
rintahan negara di tingkat pusat atau
bisa juga alat administrasi negara
yang menyelenggarakan urusan pée-
merintahan di tingkat daerah (lihat



ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pe-
ratun). Setelah diberlakukannya oto-
nomi daerah tentunya pejabat-peja-
bat (pimpinan instasi) di daerah sa-
ngat memegang peranan penting da-
lam pengeluaran keputusan tata
usaha negara, bahkan seringkali
peraturan perundang-undangan dan
pusat belum ada sehingga seringkali
pimpinan iinstansi di daerah menge-
luarkan Keputusan Tata Usaha Ne-
gara berdasarkan asas kebebasan
bertindak yang merugikan warga
masyarakat. Keluamya Keputusan
Tata Usaha Negara yang merugikan
warga masyarakat inilah yang dike-
mudian hari sering mengakibatkan
perselisihan antara warga masya-
rakat dengan pemerintah, yang di-
kenal dengan Sengketa Tata Usaha
Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara
Berdasarkan ketentuan Pa-
sal 1 angka 4 UU Peratun yang di-
maksudkan dengan Sengketa Tata
Usaha Negara, adalah sengketa
atau perselisihan yang timbul dalam
bidang tata usaha negara baik di
tingkat pusat maupun di daerah, se-
bagai akibat dikeluarkannya Kepu-
tusan Tata Usaha Negara oleh se-
orang pimpinan selaku pejabat ne-
gara, termasuk di dalamnya seng-
keta kepegawaian. Sengketa kepe-
gawaian ini adalah sengketa yang
terjadi di bidang kepegawaian, di-
mana biasanya terjadi konflik antara
pihak bawahan dengan pimpinan
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yang bemula dar dikeluarkannya
atau tidak dikeluarkannya keputusan
yang dimohon oleh seorang pegawai
negar sipil, atau pegawai BUMN,
atau pegawai yayasan swasta yang
mendapat subsidi dari pemerintah.
Dikeluarkannya keputusan atau tidak
dikeluarkannya keputusan yang’ se-
ring dikenal dengan keputusan nega-
tif ini di dalam sengketa kepegawai-
an ini dianggap merugikan pihak ba-
wahan sehingga sengketa ini bisa di
bawa ke Peradilan Tata Usaha Ne-
gara untuk dimintakan penyelesaian.
Menurut Koencoro Purbopranoto,
keputusan atau ketetapan negatif
adalah tiap penolakan atas suatu
permohonan untu mengubah keada-
an hukum tertentu seseorang yang
sudah ada (SF Marbun dkk, 2001:
404 — 402 ), misalnya suatu pemya-
taan tidak berwenang , tidak meneri-
ma permohonan untuk dikeluarkan-
nnya suatu keputusan atau penolak-
an terhadap permohonan keputusan
yang dikeluarkan oleh pejabat atau
pimpinan suatu instansi pemerintah.
Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU
Peratun menyatakan bahwa istilah
“sengketa® ini mempunyai arti khu-
sus sesuai dengan fungsi Peradilan
Tata Usaha Negara yaitu menilai
perbedaan pendapat mengenai pe-
nerapan hukum. Dinyatakan di sana
bahwa badan atau pejabat tata usa-
ha negara dalam mengambil kepu-
tusan pada dasamya mengemban
kepentingan umum dan masyarakat,
akan tetapi dalam hal atau kasus
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